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PEMBANGUNAN POLITIK, HUKUM, PERTAHANAN DAN KEAMANAN, SERTA REFORMASI BIROKRASI 

Kedudukan pembangunan bidang politik, hukum, pertahanan dan keamanan, serta reformasi birokrasi merupakan prasyarat untuk mendukung pembangunan 
nasional secara keseluruhan. Prasyarat tersebut meliputi pembangunan politik dan demokrasi, kepastian dan penegakan hukum, keamanan dan ketertiban, 
serta tata kelola dan reformasi birokrasi. 

Politik dan Demokrasi. Pada tahun 2017, pemerintah telah berhasil mendukung penyelenggaraan pemilihan kepala daerah yang mencakup 7 provinsi, 18 
kota, dan 76 kabupaten. Jika dilihat tingkat partisipasi pemilih, terjadi peningkatan dari 69,2% (2015) menjadi 74,5% (2017). Selain itu, telah pula dilakukan 
penanganan konflik sosial melalui Rencana Aksi Nasional (RAN) dan Rencana Aksi Daerah (RAD), peningkatan kapasitas intelijen aparatur pusat dan daerah, 
serta proses konsolidasi demokrasi dalam hal penanggulangan terorisme. Dalam bidang politik luar negeri, diplomasi Indonesia telah berperan aktif dalam 
memperjuangkan kepentingan nasional, menjaga integritas wilayah Indonesia, serta memberikan kontribusi bagi stabilitas dan perdamaian dunia.  

Kepastian dan Penegakan Hukum. Upaya mewujudkan kepastian dan penegakan hukum telah menunjukkan berbagai kemajuan, antara lain: (1) Penurunan 
jumlah Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH); (2) Perbaikan pelayanan yang memberikan kemudahan berusaha, seperti kemudahan mendapatkan kredit 
dan perbaikan waktu pelayanan menjadi lebih singkat; (3) Peningkatan kuantitas maupun kualitas aparatur penegak hukum; (4) Penyelamatan kerugian 
negara dari tindak pidana korupsi; (5) Pelaksanaan Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) dan Unit 
Pemberantasan Pungli (UPP); (6) Pelaksanaan bantuan hukum litigasi dan nonlitigasi kepada masyarakat miskin; (7) Peningkatan jumlah kebijakan yang 
kondusif terkait perlindungan perempuan dan anak; serta (8) Reformasi sistem hukum perdata melalui penyelesaian gugatan sederhana (small claim court). 

Keamanan dan Ketertiban. Pelaksanaan pembangunan keamanan dan ketertiban telah menunjukkan capaian antara lain pembangunan Kekuatan Pokok 
Minimum (Minimum Essential Force/MEF) Tahap II, penguatan perbatasan, pengembangan industri pertahanan, deteksi dini dan penanganan potensi 
gangguan keamanan dalam negeri, penguatan keamanan laut, serta pemberantasan narkoba. Berdasarkan data tahun 2016, 43 jaringan narkoba nasional 
dan 44 jaringan narkoba internasional berhasil dibongkar. Selain itu di tahun yang sama, dilakukan penyitaan aset Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) 
kejahatan narkotika Rp261 miliar. 

Tata Kelola dan Reformasi Birokrasi. Peningkatan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi nasional ditunjukkan oleh: (1) Capaian indeks RB dengan skor B 
ke atas untuk K/L (92,68%), provinsi (38,24%), dan kabupaten/kota (37,29%); (2) Penataan Lembaga Non Struktural (LNS); (3) Penguatan pelaksanaan 
manajemen ASN; (4) Penerapan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis (SIKD) dan Sistem Informasi Kearsipan Statis (SIKS) berbasis Teknologi Informasi dan 
Komunikasi (TIK); (5) Penerapan standar pelayanan dengan tingkat kepatuhan K/L/Pemda yang semakin membaik; serta (6) Peningkatan akuntabilitas kinerja 
instansi pemerintah yang ditunjukkan dengan peningkatan perolehan Opini BPK Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan nilai akuntabilitas kinerja “Baik” pada 
instansi pemerintah, penerapan e-procurement untuk memastikan proses pengadaan barang/jasa berjalan secara transparan yang menghasilkan efisiensi 
belanja pengadaan.  
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870 kegiatan Operasi Tangkap Tangan 
(OTT) Saber Pungli dengan jumlah 
tersangka sebanyak 1.768 orang

Bantuan Hukum untuk penanganan 
litigasi 8.005 kasus dan nonlitigasi 

1.188 kegiatan

Fasilitas pelayanan pesan nama
Perseroan Terbatas (PT) hanya 1 

menit dan pendaftaran fidusia hanya 
7 menit

Reformasi sistem hukum perdata 
melalui Penyelesaian Gugatan 
Sederhana (Small Claim Court) 

Peningkatan jumlah kebijakan yang 
kondusif terhadap perempuan dari 
276 kebijakan (2014) menjadi 349 

kebijakan (2016)

Penurunan jumlah Anak Berhadapan 
dengan Hukum (ABH) di Lembaga 

Pemasyarakatan Khusus Anak (LPKA) 
dari 3.183 orang menjadi 2.462 orang 

Penyelamatan kerugian negara dari 
tindak pidana korupsi Rp 3,55 triliun 
dan USD 263.929,12 sepanjang 2016 

dan 2017

Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman 
Perilaku Hakim (KEPPH) dari 87 

hakim pada tahun 2016 turun 
menjadi 32 hakim di tahun 2017

KEPASTIAN DAN PENEGAKAN HUKUM
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PEMBANGUNAN PERTAHANANPERTAHANAN

Pos Perbatasan

Capaian Pembangunan Pertahanan

C-130
CN-295F-16

F-16

Peningkatan Kekuatan Pertahanan di Natuna

Kapal Selam KRI Nagapasa

Pos Perbatasan

SHUKOI

KRI

KRI

KRI

PEMBANGUNAN PERTAHANAN
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Capaian Pembangunan Keamanan

• Pembentukan Badan Siber dan 
Sandi Negara

• Penanganan 15 Kasus 
Penyebaran Paham Radikal 
Melalui internet

• Penegakkan Hukum 120 Situs 
Radikal yang terafiliasi ISIS

• Keberhasilan Operasi Tinombala 
Teroris Santoso

Deteksi Dini Penanggulangan Terorisme

Pengungkapan Kasus Illegal Fishing

• Pengamanan Gejolak Aksi Masa
• Pengamanan Kegiatan Skala 

Internasional
• Pengamanan Pilkada Serentak 2017 

di 101 wilayah
• Pengamanan Hari Besar 

Keagamaan
• Keberhasilan Satgas Pangan
• Pengadaan Almatsus Polri Teknologi 

Tinggi

Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban

Jumlah Kapal yang Melanggar Hukum

• 2015  371 Kasus
• 2016  460 Kasus
• Juli 2017  212 Kasus

• 2015  2100 Kapal
• 2016  3627 Kapal
• Juni 2017  1554  Kapal

PEMBANGUNAN KEAMANAN
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PREVENTIF KURATIF

PENANGANAN PERMASALAHAN NARKOBA
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Perkembangan positif Reformasi Birokrasi ditunjukkan dengan beberapa 
capaian penting sebagai berikut:

Indeks RB nilai “Baik” pada:
• 92,68 % K/L
• 38,24 % provinsi
• 37,29 % kab/kota

11 LNS dibubarkan
2 LNS diintegrasikan
1 LNS disempurnakan tusinya

LNS: Lembaga Non Struktural

352 instansi pemerintah (44 K/L, 22 provinsi, 286 
kab/kota) mengisi jabatan sesuai dengan
standar kompetensi

103 K/L/Pemda menerapkan
Sistem Informasi Kearsipan Dinamis
(SIKD) dan Sistem Informasi Kearsipan
Statis (SIKS) berbasis TIK

44 % Kementerian, 66,67 % Lembaga, 
39,39 % Provinsi menerapkan 

standar pelayanan

74 Laporan Keuangan Kementerian
Negara/Lembaga mendapatkan opini WTP

penerapan e-procurement telah menghasilkan 
efisiensi sebesar Rp 28,3 triliun

REFORMASI BIROKRASI


